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BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR 5 TAHUN 2017 !
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pt

BUPATI DELI SERDANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajb
mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada
DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan
peraturan pe;rundang-undangan untuk = memperoleh
persetujuan bersama;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana

‘dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018
yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan
DPRD Kabupaten Deli Serdang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Dtonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
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Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor
4400); ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor
5679); .
Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor “137,” Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575); '

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun' 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1'

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lemba:an Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18. Tahun 2018 Tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); :

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua' Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310); :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 ‘Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah . Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); -

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah ‘Tahun 2008
Nomor 8). , .

Dengan Persetu juan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Menetapkan

Dan
BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
dengan rincian sebagai berikut:

1.
2.

Pendapatan Daerah ................. “Rp. 3.733.345.654.763,00
Belanja Daerah........cc..ccovuuee.e. Rp. 3.766.358.253.124,00
Surplus / (defisit) ......ccovuveennenn, Rp. (33.012.598.361,00)
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Pembiayaan Daerah : ;
" Penerimaan ............e.oeaeeeee. Rp. 45.000.000.000,00

a.
b. Pengeluaran........... SR Rp. 11.987.401.639,00
c. Pembiayaan Netto............... Rp. 33.012.598.361,00
d. Sisa Lebil Pembiayaan !.
Anggaran Tahun Berkenaan Rp. L 0,00
. P , .

Pendapatan Daerah sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah ..... Rp. 1.000.927.060.000,00

b. Dana Perimbangan ............ Rp. 2.005.268.255.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang :
Sah..ccoeiivmiiiiiiiiiieeees Rp. 727.150.339.763,00

Pendapatan Asli Daerah sebagau:nana dimaksud pada ayat
1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

|
a.. Pajak Daerah .........ccccuueeene. Rp. 660.622.000.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah ....... Rp. 122.642.060.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan :
Daerah yang dipisahkan...... Rp. 19.800.000.000,00

d.. Lain-lain ;Pendapatan Asli
Yang Sah......ccccceevineiiennenns Rp. 197.863.000.000,00

Dana Perimbangan sebagaJmana dimaksud pada ayat 1
huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi

Hasil Bukan Pajak ............. Rp. 70.615.519.000,00
b. Alokasi Dana Umum .......... Rp. 1.468.561.952.000,00
c. Dana Alokasi Khusus......... Rp. 466.090.784.000,00

Lain-lain Pepdapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud padzi ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil pajak dari

Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya ................. Rp. 263.743.966.763,00
b. Dana Penyesuaian dan |
Otonomi Khusus... Rp. 271.906.373.000,00

c. Bantuan Keuangan dan i
Provinsi atau Pemerintah |
Daerah lainnya .................. Rp. 191.500.000.000,00

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud clalam Pasal 1
terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung .... Rp. 2.077.978.733.759,00
b. Belanja Langsung.............. Rp. 1.688.379.519.365,00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana d1maksud pada ayat 1
huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai .........coeeuus Rp. 1.500._622.392.593,00
b. Belanja Hibah .................... Rp. 108.122.302.450,00
¢. Belanja Bantuan Keuangan ;

kepada: Provinsi/Kabupaten

/Kota dan Pemerintahan "

Desa ..covveiiiiiiniieiiiiniannen. Rp. 464.234.038.716,00
d. Belanja Tidak Terduga ...... Rp. 5.000.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf
b terdiri dari jenis belanja :

m&mmﬁummﬂ
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| a. Belanja Pegawai....cccccecnnnns Rp. 49.073.774.000,00
= b. Belanja Barang dan Jasa .... Rp. 941.626.706.672,00
C. Belanja Modal ............ : .' ....... Rp. 697.679.038.693,00
Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari =
: a. Penerimaan ....... rreererereenas Rp. 45.000.000.000,00
b. Pengeluaran .........c.cceevurenes Rp. 11.987.401.639,00

2. Penerimaan sebagalmana dimaksud pada ayat 1 huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun .
sebelumnya ..o Rp. 45, O(DO 000.000,00
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Penyertaan modal
(Investasi) pemerintah . |
daerah........ccoociiineinninrennen. Rp. 11.987.401.639,00

Pasal 5 ‘

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bag1an yang t1dak terplsahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: ‘

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran @I Ringkasan APBD Menutut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran Ila ngkasan APBD Menurut Orgamsam dan
Urusan Pemerintahan Daerah;

4. Lampiran IIb Ringkasan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

5. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerlntahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

6. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

7. Lampiran IVa Rekapitulasi . Penggunaan Sumber Dana
Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap
Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran; |

8. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

9. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per
Jabatan; A

10. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

11. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investas1 Daerah);

12. Lampiran IX Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

13. Lampiran X Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset
Lain-Lain;

14. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dlanggarkan
Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;

15. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

16. Lampiran XIII Daftar Pm_]aman Daerah dan Obligasi Daerah.




u 5 i B T R T A
. L Lo -,: Y 2 O e St 3
-‘I’ermwb satiin ikl BLb. R e © 0 SR munwlmmm TIRLT. PO et U e ] !ﬂ

Pasal 6 %
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggara.n
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di
Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

!
|
Ditetapkan di Lubuk Pakam

Pada tanggal 19 Desembe
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN

fiven di Lubuk Pakam
« - 19 Desernber 2017

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA :(6/251/2017)



